PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMOR 5 TAHUN 1962 (5/1962)
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang:

a. bahwa perlu di usahakan terl aksananya program umum Peneri nt ah
di bi dang ekonom sebagai mana digariskan dalam Manifesto
Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 yang
sel anjutnya telah diperkuat dengan Ketetapan Myjelis
Per nrusyawar at an Rakyat Senentara Republik |Indonesia No.
I/ MPRS/ 1960 dan No. 1/ MPRS/ 1960 nengenai kehar usan
di adakannya reorgani sasi dal am al at-alat produksi dan
di stribusi yang ditujukan kearah pelaksanaan pasal 33
Undang- undang Dasar ;

b. bahwa dal am rangka pel aksanaan penberian isi otonom yang
rill dan luas kepada Daerah perlu ditetapkan dasar-dasar
unt uk nmendiri kan perusahaan Daerah Swatantra;

C. bahwa ber hubung dengan hal tersebut diatas perlu diusahakan
adanya keseragaman dal am cara nengurus dan nenguasai serta
bent uk hukum dari perusahaan Daerah Swatantra dal am rangka
st rukt ur ekonom t er pi npi n, satu dan  ain dengan
menper hat i kan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 dan No. 45
Prp tahun 1960;

d. bahwa perlu soal tersebut diatas diatur dengan suatu Undang-
undang;

Mengi ngat :

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 33 Undang
undang Dasar ;

*)Disetujui D.P.R GR dalamrapat pleno terbuka ke-12 pada hari Sabtu
tanggal 3 Pebruari 1962, P. 209/ 1962.

2. Ket etapan Majelis Pernusyawaratan Rakyat Senentara No
|/ MPRS/ 1960 dan No. |1/ MPRS/ 1960;

3. Undang-undang No. 1 tahun 1957 ji s Penetapan-penetapan No. 6
t ahun 1959 (di senmpurnakan), No. 5 tahun 1960
(di senmpur nakan), No. 2 tahun 1961 dan No. 1 tahun 1962;

4. Undangiundang No. 32 tahun 1956 (Lenbaran-Negara tahun 1956
No. 77);

5. Undang-undang No. 79 tahun 1958 (Lenbaran-Negara tahun 1958
No. 139) jo. Peraturan Penerintah No. 60 tahun 1959
(Lenbar an- Negara tahun 1959 No. 138);

Mendengar :

Musyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 11 Cktober 1961,

Dengan persetuj uan Dewan Perwakil an Rakyat Got ong- Royong:

MEMUTUSKAN :



Menet apkan:
Undang- undang tent ang Perusahaan Daer ah.

BAB |
uMuM

Pasal 1.

Dal am Undang- undang i ni Yang di maksudkan dengan:

a. Daer ah, ial ah Daerah Swatantra Yang ber hak nmengatur dan
mengur us runmah tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang
No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Penerintahan Daerah jis
Penet apan- penet apan Presiden No. 6 tahun 1959
(di sempur nakan), No. 5 tahun 1960 (disenpurnakan), No. 2
tahun 1961 dan No. 1 tahun 1962;

b. Penmeri ntah Daerah, ial ah Penerintah Daerah seperti yang
di maksud dal am Penet apan Presiden No. 6 tahun 1959
(di senmpur nakan) dan No. 1 tahun 1962;

c. Kepal a Daerah, ialah Kepal a Daerah Swatantra ternaksud pada sub
a,

d. I nstansi atasan, ialah:
1. Presiden bagi Daerah Khusus | bukota Jakarta Raya;
2. Menteri Dal am Negeri dan Otonom Daerah bagi Daerah

tingkat I;

3. Kepal a Daerah tingkat | bagi daerah tingkat I1.

Pasal 2.

Dal am Undang- undang i ni yang di maksudkan dengan Per usahaan
Daer ah i al ah senmua perusahaan yang didiri kan ber dasar kan Undang-
undang i ni yang nodal nya unt uk sel uruhnya atau untuk sebagi an
mer upakan kekayaan Daer ah yang di pi sahkan, kecuali jika
di t entukan | ai n dengan atau berdasar kan Undang- undang.

Pasal 3.

Dengan ti dak nmengurangi ketentuan dal am Undang-undang i ni
serta peraturan pel aksanaannya, maka terhadap badan hukum yang
di mksudkan dal am Undang-undang i ni berl aku segal a macam hukum
I ndonesi a yang tidak bertentangan dengan Sosi ali sne | ndonesi a.

Pasal 4.

(1) Perusahaan Daerah di dirikan dengan Peraturan Daerah atas kuasa
Undang- undang i ni

(2) Perusahaan Daer ah ternmaksud pada ayat (1) adal ah badan hukum
yang kedudukannya sebagai badan hukum di perol eh dengan
ber | akunya Per at uran Daerah tersebut.

(3) Peraturan Daerah termaksud pada ayat (1) nulai berlaku setel ah
mendapat pengesahan instansi atasan.

BAB ||
SI FAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA



Pasal 5.
(1) Perusahaan Daer ah adal ah suatu kesatuan produksi yang bersif at

a. menberi jasa.
b. menyel enggar akan kemanf aat an umum
c. menmupuk pendapat an.
(2) Tuj uan Perusahaan Daerah ial ah untuk turut serta nel aksanakan
penbangunan Daer ah khususnya dan penbangunan ekonomi
nasi onal unummya dal am rangka ekonom terpi npi n untuk
menmenuhi  kebut uhan rakyat dengan nengut amakan
i ndustrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja
dal am perusahaan, menuj u masyarakat yang adil dan maknur.
(3) Perusahaan Daer ah bergerak dal am | apangan yang sesuai dengan
urusan rumah tangganya mnenurut peraturan-peraturan yang
mengat ur pokok- pokok Pernerintahan Daer ah
(4) Cabang- cabang produksi yang penting bagi Daerah dan yang
menguasai haj at hi dup orang banyak di Daerah yang
ber sangkut an di usahakan ol eh Perusahaan daerah yang nodal nya
unt uk sel uruhnya merupakan kekayaan Daerah yang di pi sahkan.

Pasal 6.

(1) Dal am nel aksanakan tujuannya termaksud dal am pasal 5 ayat (2)
Per usahaan Daerah bekerja sama dengan Perusahaan Negar a,
koperasi dan swast a.

(2) Dal am hal | apangan usaha Perusahaan Daer ah ada hubungannya
dengan | apangan usaha koperasi kepada koperasi diberikan
pengut amaan.

BAB |11
MODAL
Pasal 7.

(1) Modal Perusahaan Daerah terdiri untuk sel uruhnya atau untuk

sebagi an dari kekayaan Daerah yang di pi sahkan.

(2) a. Modal Perusahaan Daerah yang untuk seluruhnya terdiri
dari kekayaan satu Daerah yang di pi sahkan tidak terdir
atas saham saham

b. Apabi | a nodal Perusahaan Daerah termaksud sub a diatas terdiri
atas kekayaan beberapa Daerah yang di pi sahkan nodal
perusahaan itu terdiri atas saham saham

(3) Mbdal Perusahaan Daerah yang untuk sebagian terdiri dari

kekayaan Daerah yang di pi sahkan terdiri atas saham saham

(4) Serrua al at |iquide disinpan dal am bank yang ditunj uk ol eh

Kepal a Daerah yang bersangkutan berdasar kan petunj uk-
pet unj uk Menteri Keuangan.

BAB |V
SAHAM SAHAM



Pasal 8.

(1) Saham saham Per usahaan Daerah terdiri atas saham saham
prioritet dan saham saham bi asa.

(2) Saham saham prioritet hanya dapat dimliki ol eh Daerah

(3) Saham saham bi asa dapat dimliki ol eh Daerah, warga negara
I ndonesi a dan/ at au badan hukum yang di di ri kan ber dasar kan
Undang- undang | ndonesi a dan yang pesertanya terdiri dari
war ga negara | ndonesi a.

(4) Besarnya jum ah nom nal dari saham saham prioritet dan saham
saham bi asa ditetapkan dal am peraturan pendirian Perusahaan
Daer ah.

(5) Penbayar an saham saham dengan "goodw | I" tidak diperbol ehkan.

Pasal 9.

(1) Saham saham di kel uar kan "atas nam"

(2) Saham saham dapat di pi ndah-tangankan dengan ket entuan, bahwa
saham saham prioritet hanya dapat di pi ndah-tangankan kepada
Daer ah.

(3) Hak, wewenang dan kekuasaan penmegang saham saham prioritet
di | akukan ol eh Kepal a Daer ah yang bersangkut an.

(4) Ket ent uan- ket ent uan nengenai - pendaf t aran pengganti an,
pem ndahan, adm ni strasi dan |ain-lain yang berhubungan
dengan pengel uaran saham di atur dal am perat uran pendiri an
Per usahaan Daer ah.

Pasal 10.
Seti ap saham ber hak atas satu suara.

BAB V
PENGUASAAN DAN CARA MENGURUS

Pasal 11.

(1) Perusahaan Daer ah di pi npi n ol eh suatu D reksi yang jumni ah
anggot a dan susunannya ditet apkan dal am per aturan
pendi ri annya.

(2) Anggot a D reksi adal ah warga negara | ndonesi a yang di angkat
dan di perhenti kan ol en Kepal a Daerah setel ah nmendengar
perti nmbangan Dewan Perwaki| an Rakyat Daerah dari Daerah yang
mendi ri kan Perusahaan Daer ah :

a. bagi Perusahaan Daerah yang nodal nya untuk sel uruhnya terdiri

dari kekayaan Daer ah yang di pi sahkan;

b. bagi Perusahaan Daerah yang nodal nya untuk sebagian terdiri

dari kekayaan Daerah yang di pi sahkan atas usul penegang
sahan saham prioritet.

(3) Pengangkat an termaksud pada ayat (2) dil akukan untuk waktu
sel ama-| amanya 4 tahun. Setel ah waktu itu berakhir anggota
yang ber sangkut an dapat di angkat kenbali .

Pasal 12.



(1) Anggota Direksi berhenti karena nmeni nggal dunia, atau dapat
di ber henti kan ol en Kepal a Daerah yang nengangkat nya, karena:
a. perm ntaannya sendiri;
b. ber akhi rnya masa sebagai anggota Direksi termaksud dal am pasal
11 ayat (3);

c.tindakan yang nerugi kan Perusahaan Daer ah;

d.tindakan atau si kap yang bertentangan dengan kepenti ngan Daer ah
maupun kepenti ngan Negar a.

(2) Penber henti an karena al asan tersebut pada ayat (1) huruf c dan
huruf d, dilakukan setel ah pernuf akatan antara penmegang
saham saham prioritet dan jika nerupakan suatu pel anggar an
dari peraturan hukum pi dana nerupakan penberhenti an tidak
dengan hor mat .

(3) Sebel um penberhenti an karna al asan tersebut pada ayat (1)
huruf ¢ dan huruf d dil akukan anggota Direksi yang
ber sangkut an di beri kesenpat an untuk nmenbel a diri, hal nmana
harus di | aksanakan dal am waktu satu bul an setel ah anggot a
Di reksi yang bersangkutan di beritahukan tentang niat akan
menper henti kan itu ol eh Kepal a Daerah termaksud pada
ayat (1).

(4) Sel ama persoal an tersebut pada ayat (3) belum di putus, nmaka
Kepal a Daerah termaksud pada ayat (1) pasal ini dapat
menper henti kan unt uk senmentara waktu anggota Direksi yang
ber sangkut an.

Ji ka dal am waktu dua bul an setel ah penberhenti an senentara
di j at uhkan bel um ada keputusan nengenai penberhenti an anggota
Di reksi berdasarkan ayat (2), maka penberhentian senentara itu
menj adi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera
nmenj al ankan j abat annya | agi, kecuali bilamana untuk keputusan
penber henti an tersebut diperl ukan keputusan pengadi | an, dan hal
i tu harus diberitahukan kepada yang ber sangkut an.

Pasal 13.

(1) Antara anggota Direksi tidak bol eh ada hubungan kel uarga
sanpai derajat ketiga baik nmenurut garis |urus maupun garis
kesanpi ng termasuk nenantu dan ipar, kecuali jika untuk
kepentingan perusahaan dii zi nkan ol eh Kepal a Daer ah/ penegang
saham saham prioritet.

Ji ka sesudah pengangkat an nmereka masuk peri paran Yang terl arang
itu, maka untuk dapat nel anj utkan | abatannya di perl ukan izin
Kepal a Daer ah/ penegang sahanf saham prioritet.

(2) Anggota Direksi tidak bol eh nmenpunyai kepentingan pri bad
| angsung atau tidak | angsung pada per kunpul an/ per usahaan
| ai n yang berusaha dal am | apangan yang bertujuan nencari
| aba.

(3)Anggota Direksi tidak bol eh nerangkap jabatan |ain, kecual
dengan i zin Kepal a Daer ah/ penegang sahan saham prioritet.

Pasal 14.

(1) Di reksi mewakili Perusahaan Daerah didal am dan dil uar
pengadi | an.



(2)Di reksi dapat nenyer ahkan kekuasaan nmewakili tersebut pada
ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunj uk
untuk itu atau kepada seor ang/ beberapa orang pengawas
Per usahaan Daerah tersebut, baik sendiri maupun bersama-
sama, atau kepada orang/badan | ai n.

Pasal 15.

(1) Di reksi nmenentukan kebijaksanaan dal am pi npi nan Per usahaan
Daer ah.

(2)Di reksi nmengurus dan nenguasai kekayaan perusahaan Daer ah.

(3)Tata-terti b dan cara nenjal ankan pekerjaan Direksi diatur
dal am peraturan Yang ditetapkan ol eh Direksi.

Pasal 16.

Ket ent uan nengenal penbatasan kekuasaan Direksi diatur dal am
per at uran pendirian Perusahaan Daer ah.

Pasal 17.

Ditiap Perusahaan Daerah di bentuk Dewan Perusahaan Daer ah
yang di atur |ebih |lanjut dengan Peraturan Penerintah.

BAB VI
RAPAT PEMEGANG SAHAM

Pasal 18.

(1) Tata-terti b rapat pemegang saham saham prioritet dan rapat
umum pemegang saham (prioritet dan biasa) diatur dalam
per at uran pendirian Perusahaan Daer ah.

(2) Keput usan dal am rapat pemegang saham saham prioriteit dan
rapat unmum penmegang saham (prioritet dan biasa) dianbi
dengan kata nuf akat .

(3)Ji ka kata nufakat ternmaksud pada ayat (2) tidak tercapai mnmaka
pendapat - pendapat yang di kenmukakan dal am nusyawar ah
di sanpai kan kepada Kepal a Daerah dari Daerah yang nendiri kan
Per usahaan Daer ah.

(4) Kepal a Daerah ternmaksud pada ayat (3) nenganbil keputusan
dengan nenper hati kan pendapat - pendapat ternmaksud.

BAB VI I.
PENGAVWASAN.

Pasal 19.

Di reksi berada di bawah pengawasan Kepal a Daer ah/ penegang
saham saham prioritet atau badan yang ditunj uknya.

BAB VIII.



TANGGUNG- JAWAB DAN TUNTUTAN
GANTI RUG PEGAWA .

Pasal 20.

(1) Senmrua pegawai Perusahaan Daerah, termasuk anggota Direks
dal am kedudukan sel aku dem ki an, yang tidak di bebani tugas
penyi npanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang
per sedi aan, yang karena tindakan nel awan hukum atau kar ena
mel al ai kan kewaj i ban dan tugas yang di bebankan kepada nereka
dengan | angsung atau tidak | angsung tel ah nmeni nbul kan
kerugi an bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan nmengganti
kerugi an tersebut.

(2) Ket ent uan- ket entuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap
pegawai Daerah berl aku sepenuhnya terhadap pegawai
Per usahaan Daer ah.

(3) Semua pegawai Perusahaan Daerah yang di bebani tugas
penyi npanan penbayaran atau penyerahan uang dan surat -surat
berharga m i k Perusahaan Daerah dan barang- barang
per sediaan m | ik Perusahaan Daerah yang disi npan di dal am
gudang atau tenpat penyi npanan yang khusus dan senat a- mata
di gunakan unt uk keperluan itu diwajibkan nmenberikan
per t anggungan-j awab tentang pel aksanaan tugasnya kepada
badan yang di tunjuk ol eh Kepal a Daer ah/ penegang saham saham
prioritet.

(4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu nengirinkan
per t anggungan-j awab nengenai cara nengurusnya kepada badan
di mksudkan pada ayat (3).

Tuntut an terhadap pegawai tersebut dil akukan nmenurut ketentuan
yang dit etapkan bagi pegawai bendaharawan Daer ah.

(5) Senrua surat bukti dan surat |ainnya bagai manapun juga sifatnya
yang termaksud bil angan tata-buku dan adm ni strasi
Per usahaan Daerah disinpan di tenpat nmasi ng-masi ng
Per usahaan Daerah atau di tenpat lain yang ditunjuk ol eh
Kepal a Daer ah/ penegang sahanf saham prioritet, kecuali jika
unt uk senentara di pi ndahkan ke badan di maksudkan pada ayat
(3) dalam hal di anggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu
peneri ksaan.

(6) Unt uk keperluan peneri ksaan bertalian dengan penet apan paj ak
dan kontrol e akuntan pada unumya surat bukti dan surat
| ai nnya termaksud pada ayat (5) untuk senentara dapat
di pi ndahkan ke Jawat an Akunt an Negar a.

(7) Dengan Per aturan Daerah dapat ditetapkan penyi npangan dari
ket ent uan nengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang
ber| aku bagi pegawai Daerah dan pegawai ternmaksud pada ayat
(3) yang di sesuai kan dengan struktur organi sasi Perusahaan
Daerah itu sendiri.

Per aturan Daerah ternmaksud berl aku setel ah nendapat pengesahan
i nstansi atasan.

BAB | X.
TAHUN BUKU

Pasal 21.



Tahun buku adal ah tahun takw m

BAB X
ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 22.

(1) Sel anbat -| anbat nya ti ga bul an sebel um tahun buku baru nul ai
ber | aku, maka ol eh D reksi dikirinkan anggaran Perusahaan
unt uk di m ntakan persetujuan dari Kepal a Daerah/ penmegang
sahanm saham prioritet setel ah nendengar pertinbangan Dewan
Per usahaan Daer ah.

(2) Kecual i apabi |l a Kepal a Daerah/ pemegang saham saham prioritet
mengenukakan keber atan atau nenol ak proyek yang di nuat
di dal am anggar an Perusahaan itu sebel um nengi nj ak tahun buku
baru, maka anggaran tersebut berl aku sepenuhnya.

(3) Anggar an t anbahan at au perubahan anggaran yang terjadi dal am
t ahun buku yang bersangkutan harus nendapat persetujuan
| ebi h dahul u dari Kepal a Daer ah/ penegang sahanf saham
prioritet setelah nendengar pertinbangan Dewan Perusahaan
Daer ah.

BAB Xl
LAPORAN PERH TUNGAN HASI L USAHA BERKALA
DAN KEG ATAN PERUSAHAAN

Pasal 23.

Laporan perhitungan hasil usaha berkal a dan kegi at an
Per usahaan di kirinkan ol eh Direksi kepada Kepal a Daer ah/ pemegang
saham saham prioritet menurut cara dan waktu yang ditentukan
dal am peraturan pendiri an Perusahaan Daer ah.

BAB Xl |
LAPCORAN PERH TUNGAN TAHUNAN.

Pasal 24.

(1)Untuk tiap tahun buku ol eh Direksi dikirinkan perhitungan
tahunan terdiri dari neraca dan perhitungan | aba-rugi kepada
Kepal a Daer ah/ penegang sahanf saham prioritet nenurut cara
dan waktu yang ditentukan dal am peraturan pendiri an
Per usahaan Daer ah.

(2) Cara penil ai an pos dal am per hi tungan tahunan harus di sebut kan.

(3)Ji ka dal am wakt u yang dit entukan dal am peraturan pendirian
Per usahaan Daerah perhitungan tahunan ol eh Kepal a
Daer ah/ penmegang saham saham perioritet tidak diajukan
keberatan tertulis, nmaka perhitungan tahunan itu di anggap
t el ah di sahkan.

(4) Per hi tungan tahunan ternmaksud pada ayat (1) disahkan ol eh
Kepal a Daer ah/ penegang sahani saham prioritet; pengesahan
t er maksud nmenberi kebebasan kepada Direksi terhadap segal a
sesuatu yang termnuat dal am perhitungan tahunan tersebut.



BAB XII1.
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA
PEMBERI AN JASA PRODUKSI

Pasal 25.
(1) Cadangan di am dan/ at au rahasi a ti dak bol eh di adakan.

(2) Penggunaan | aba bersih, setelah terlebih dahulu di kurangi
dengan penyusut an, cadangan tujuan dan pengurangan |ain yang
waj ar dal am perusahaan, ditetapkan sebagai berikut:

A. Bagi Perusahaan Daerah yang nodal nya unt uk sel uruhnya
terdiri dari kekayaan Daerah yang di pi sahkan.

a.untuk dana penbangunan Daerah 30%

b. untuk Anggar an Bel anj a Daerah 25%

c.untuk cadangan umum sosial dan pendi di kan, jasa produksi,
sunmbangan dana pensiun dan sokongan, yang besarnya
masi ng- masi ng di t ent ukan dal am perat uran pendiri an
masi ng- masi ng Perusahaan Daerah berjum ah 45%

Dal am hal nodal sesuatu Perusahaan Daerah untuk sel uruhnya
terdiri dari kekayaan beberapa Daerah yang di pi sahkan,
bagi an | aba bersih termaksud sub a dan b di atas dibagi
menur ut per bandi ngan nilai nom nal dari saham saham

B. Perusahaan Daerah nodal nya untuk sebagian terdiri dari
kekayaan Daerah yang di pi sahkan setel ah di kel uar kan
zakat yang di pandang perlu

a.untuk dana penbangunan Daerah 8% dan untuk Anggaran Bel anj a
Daerah 7%

b. unt uk penegang saham 40% di bagi nenurut perbandi ngan nil ai
nom nal dari saham saham

c.untuk cadangan umum sosial dan pendi di kan, jasa produksi,
sunmbangan dana pensiun dan sokongan, yang besarnya
masi ng- masi ng di t ent ukan dal am perat uran pendiri an
masi ng- masi ng Perusahaan Daerah berjum ah 45%

(3) Laba yang di perol eh Daerah bai k dari saham prioritet maupun
saham bi asa dapat di pergunakan untuk keperl uan routine
dan/ at au keperl uan penbangunan Daer ah.

(4) Penggunaan | aba untuk cadangan umum bi |l amana tel ah tercapai
tuj uannya dapat di ali hkan kepada penggunaan | ain dengan
keput usan Penerintah Daerah yang mendiri kan Perusahaan
Daer ah.

(5) Cara nmengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan
tuj uan termaksud pada ayat (2) ditentukan ol eh kepal a
Daer ah/ pemegang saham saham prioritet.



(6) Di perusahaan Daerah yang tidak nenghasil kan | aba seperti
tersebut di atas di sebabkan karena perti nbangan dan
kebi j aksanaan Penerintah Daerah dapat juga diberi jasa
produksi yang ditentukan ol eh Penerintah Daerah.

(7) Dengan Per aturan Daerah ol eh Daerah Atasan dapat diserahkan
| aba bersih untuk dana penbangunan Daerah ternmaksud pada
ayat (2) dan (3) kepada Daer ah bawahannya untuk penbangunan

Daer ah.
BAB Xl V
KEPEGAWAI AN
Pasal 26.
(1) Kedudukan hukum gaji, pensiun dan sokongan serta penghasil an

| ain dari Direksi dan pegawai/pekerja Perusahaan Daer ah
di atur dengan Peraturan Daerah yang berl aku setel ah nendapat
pengesahan instansi atasan dengan nenperhati kan ket ent uan-
ket ent uan pokok peraturan gaji Daerah yang berl aku.

(2)Di reksi nmengangkat dan nenperhenti kan pegawai / pekerja
Per usahaan Daerah nenurut peraturan kepegawai an yang
di setujui ol eh Kepal a Daer ah/ pemegang saham saham prioritet
ber dasar kan peraturan pokok kepegawai an Perusahaan Daer ah
di mksudkan pada ayat (1).

BAB XV
KONTRCLE

Pasal 27.

(1) Dengan tidak nengurangi hak instansi atasan dan badan yang
menur ut peraturan perundangan yang berl aku berwenang
mengadakan penyel i di kan dan peneri ksaan tentang segal a
sesuat u nengenai pekerjaan nmengurus rumah-tangga Daerah ol eh
Kepal a Daer ah/ penegang sahanf saham prioritet ditunjuk badan
yang menpunyai tugas dan kewaji ban nel akukan kontrol e atas
pekerjaan nenguasai dan nengurus Perusahaan Daerah serta
per t anggungan- j awabannya.

Hasi| kontrol e di sanpai kan kepada Dewan Perwakil an Rakyat Daerah

(2) Jawat nan Akunt an Negara berwenang nel akukan kontrol e at as
pekerjaan nenguasai dan nengurus Perusahaan Daerah serta
pert anggungan-j awabnya.

BAB XVI .
PENYERAHAN KEPADA DAERAH DAN PEM NDAHAN
KE TANGAN PERKUVPULAN KOPERASI
Pasal 28.

(1) Perreri ntah Daerah tingkat atasan dengan senuf akat penegang
saham dapat nmenyer ahkan Perusahaan Daer ah kepada Daer ah



ti ngkat bawahannya.

(2) Pereri ntah Daerah tingkat bawahan dengan senuf akat penegang
saham dapat nenyer ahkan Perusahaan Daer ah kepada Daer ah
tingkat atasan.

(3) Peneri nt ah Daer ah dengan senuf akat penegang saham dapat
mem ndahkan Perusahaan Daerah tertentu ke tangan perkunpul an
koperasi di daerahnya.

(4) Penyer ahan dan pem ndahan Perusahaan Daerah ternmaksud pada
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan Perat uran
Daer ah yang berl aku set el ah nendapat pengesahan dari
i nstansi atasan.

(5) Pereri ntah Daer ah dapat nengi kut sertakan per kunpul an koper asi
dan atau perusahaan swasta di daerahnya dal am penbi naan dan
penyel enggar aan Perusahaan Daerah tertentu.

BAB XVI I .
PENVBUBARAN

Pasal 29.

(1) Pembubar an Perusahaan Daerah dan penunjukan | i kw daturnya
di t et apkan dengan Per at uran Daerah dari Daerah yang
mendi ri kan Perusahaan Daerah dan yang berl aku setel ah
mendapat pengesahan instansi atasan.

(2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setel ah di adakan |i kw dasi
di bagi nmenurut perinbangan nilai nom nal saham saham

(3) Pertanggungan-j awab |ikw dasi ol eh |ikw dasi dil akukan kepada
Pemeri nt ah Daerah yang nendi ri kan Perusahaan Daerah dan yang
menberi kan penbebasan tanggung-jawab tentang pekerjaan yang
t el ah di sel esai kannya.

(4) Dal am hal 1ikw dasi, Daerah ternmaksud pada ayat (1)
bert anggung-j awab atas kerugi an yang di derita ol eh pi hak
ketiga apabila kerugi an itu di sebabkan ol eh karena neraca
dan perhitungan | aba-rugi yang tel ah di sahkan ti dak
mengganbar kan keadaan perusahaan yang sebenar nya.

BAB XVIII.
PERALI HAN.

Pasal 30.

Sel ama pendiri an Perusahaan Daerah termaksud dal am Undang-
undang i ni bel um di | aksanakan, maka senua Perusahaan yang tel ah
ada dan yang nodal nya untuk sel uruhnya atau sebagi an mer upakan
kekayaan Daer ah, dan yang tel ah tidak nerupakan beban Anggaran
Bel anj a Daerah, tetap nel akukan tugas dan kewaji bannya dengan
kedudukan dan bent uk hukum yang di m|i ki nya secara sah, dengan
ket ent uan bahwa dal am waktu sel anbat - | anbat nya satu tahun setel ah
ber | akunya Undang- undang i ni, perusahaan-perusahaan ternaksud
harus di diri kan berdasarkan Undang-undang ini, kecuali jika
di t entukan | ai n dengan atau berdasar kan Undang- undang.

BAB XI X.



KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 31.

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perusahaan
Daer ah".

Pasal 32.
Undang-undang ini nul ai berl aku pada hari di undangkan.
Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya, nenerintahkan

pengundangan Undang-undang i ni dengan penenpat an dal am Lenbar an-
Negara Republi k | ndonesi a.

Di t et apkan di Jakarta,
pada tanggal 14 Pebruari 1962.
Presi den Republik I ndonesi a,

ttd.
SUKARNO,
Di undangkan di Jakart a,
pada tanggal 14 Pebruari 1962,
Sekretari s Negara,
ttd.
MCHD. | CHSAN
PENJ ELASAN
ATAS
UNDANG- UNDANG No. 5 TAHUN 1962
t ent ang

PERUSAHAAN DAERAH.
I . Penj el asan Umum

1. Dal am rangka pel aksanaan program unum Peneri nt ah di bi dang
ekonom sebagai mana di gari skan dal am Mani festo Politik
Republ i k I ndonesia tanggal 17 Agustus 1959 yang sel anj utnya
tel ah di perkuat dengan Ketetapan Mjelis Pernusyawaratan
Rakyat Senentara No. |/ MPRS/ 1960, maka dal am usaha
mengadakan synkhroni sasi dari pada segal a kegi at an ekonom
perlu ditinjau dan ditel aah kenbali status dan organi sasi
dari Perusahaan Daerah dewasa ini.

Dal am rangka penberian isi otonom yang riil dan |uas kepada
Daer ah- daer ah dengan nengi ngat kemanpuan Daerah masi ng-
masi ng perlu ditetapkan dasar-dasar untuk mendirikan
Per usahaan Daerah. Hasil Perusahaan Daerah adal ah sal ah satu
dari pada pendapat an pokok dari Daer ah.



Perusahaan yang didiri kan ol eh Daerah dewasa ini pada unumya
mer upakan perusahaan yang ti dak nengut amakan mencar
keunt ungan semat a- mat a nel ai nkan khususnya dit uj ukan kepada
t erwuj udnya fungsi sosialnya dari pada perusahaan itu
t er hadap penduduk daer ah.

Sebagai mana di makl um, maka prinsip desentralisasi dal am
Pemeri nt ahan sebagai mana dit et apkan dal am pasal 18 Undang-
undang Dasar nenghendaki agar daerah swatantra yang di bent uk
i tu dapat nengatur dan nengurus runmah-tangganya sendir
dengan sebai k- bai knya.

Unt uk dapat nel aksanakan maksud tersebut, maka di perl ukan adanya
sunber - sunber keuangan yang nenberi kan cukup kemanpuan dan
kekuat an kepada daerah swatantara tersebut.

Ber hubung dengan itu, maka sel ain perusahaan yang nengut amakan
kemanf aat an unmum mneka sewaj arnya daer ah dapat pul a
mendi ri kan perusahaan yang khusus di maksudkan untuk menanbah
penghasi | an daerah di sanpi ng tujuan utama untuk nmenpertingg
pr oduksi .

Per usahaan Daerah bergerak dal am | apangan yang sesuai dengan
urusan rumah-tangganya menurut peraturan perundangan yang
mengat ur pokok- pokok Perneri ntahan Daer ah

Titik berat dari senua kegi atan Perusahaan Daerah harus dituj ukan
kear ah penbangunan daer ah khususnya dan penbangunan ekonom
nasi onal umummya dal am rangka ekonom terpi npin untuk
menmenuhi kebut uhan rakyat dengan nengut amakan
i ndustrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dal am
perusahaan nenuj u masyarakat adil dan makmur. Cabang
produksi yang penting dan yang vital bagi Daerah dan yang
menguasai haj at hi dup orang banyak di daerah yang
ber sangkut an di usahakan ol eh Perusahaan Daerah dengan nodal
yang unt uk sel uruhnya adal ah nodal Daerah yang bersangkut an
A eh karena itu, maka sebagi an dari | aba yang di perol eh
Per usahaan Daerah harus di sedi akan bagi dana penbangunan
daerah yang bersangkutan. Quna kepenti ngan penbangunan
daerah, maka segal a funds and forces dari masyarakat perlu
di mobi l'i sir, dan berhubung dengan itu, Koperasi, swasta
harus pul a di ajak ikut serta dengan aktip dal am pendirian
Per usahaan Daerah dan dal am hal | apangan usaha Perusahaan
Daer ah ada hubungannya dengan | apangan usaha Koperasi, maka
Koperasi termaksud nendapat perlakuan yang khusus sesuai
dengan kepentingannya. Perlu kiranya di kenmukakan di si ni
bahwa dal am nenyusun Undang- undang Perusahaan Daerah in
di perhati kan pokok- pokok pikiran seperti berikut.

Pada dasarnya suatu Perusahaan Daerah adal ah perusahaan yang
nodal nya untuk sel uruhnya terdiri dari kekayaan Daerah yang
di pi sahkan.

Hal ini berarti bahwa Perusahaan Daerah ternaksud sepenuhnya
di kuasai ol eh Penerintah Daer ah.

Dal am rangka pengerahan funds and forces sesuai dengan

Ket eapan M P. R S., maka perlu diberikan kemungki nan i kut
sertanya fihak-fihak |lain yang progresip dal am Perusahaan
Daerah tertentu dengan tidak neni nggal kan pokok pikiran
tersebut diatas, yaitu perusahaan termaksud adal ah

Per usahaan Daerah yang sepenuhnya di kuasai ol eh Peneri ntah



Daer ah.

Ber hubungan dengan itu, maka dal am Undang-undang ini ditetapkan
bahwa nodal Perusahaan Daerah yang untuk sebagian terdiri
dari kekayaan Daerah yang di pi sahkan terbagi atas saham
saham prioritet dan saham saham bi asa.

Ket entuan i ni adal ah berl ai nan dengan perusahaan canpuran yang
di kenal dewasa ini, yaitu perusahaan yang didirikan ol eh
beberapa fi hak berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum
Per dat a.

Per usahaan canpuran yang dem ki an ini tidak diatur dal am Undang-
undang i ni, nelainkan dapat di bentuk ol eh fihak-fihak yang
ber sangkut an berdasar kan Kitab Undang- undang Hukum Per dat a
t er maksud di at as.

Per usahaan Daerah yang tel ah ada didiri kan berdasarkan peraturan
perundangan yang | ama perlu ditinjau dan di atur kenbali
ber dasar kan Undang-undang ini, agar dengan dem ki an di dapat
keseragaman dal am cara nengurus dan nenguasai serta bentuk
hukum dari Perusahaan Daer ah.

Maka dari itu juga untuk sel anjutnya di maksudkan agar supaya
manakal a Daer ah nendiri kan Perusahaan Daerah yang ber bent uk
badan hukum dengan kekayaan Daerah yang di pi sahkan ti dak
| agi nmenper gunakan bent uk hukum yang | ai n.

Dal am neni nj au dan nenel aah status dan organi sasi Perusahaan
Daer ah pada dewasa ini perlu diperhati kan hal -hal sebaga
beri kut :

a. Dasar daya guna dal am perusahaan;

b. Dasar "price and accounting systent dengan nenperhati kan noti ef

yang ber dasar kan sosi al i sne | ndonesi a;
c. Ketent eraman dan kesenangan kerja dal am Perusahaan supaya dapat
t er pel i hara sebai k- bai knya;

d. Per kunmpul an Koperasi dan fihak Swasta dapat diikut-sertakan

dal am penbi naan dan penyel enggar aan Perusahaan Daer ah;

e. Si stim ekonom terpinpin dapat dil aksanakan supaya segal a

kegi at an ekonom dapat disel enggarakan dal am r angka
politik Negara.

2. Guna nel aksanakan maksud tersebut di atas, naka sebagai pegangan
pertama dal am nengat ur Perusahaan Daer ah dengan Undang-
undang i ni ditetapkan, bahwa yang di maksudkan dengan
Per usahaan Daerah ial ah sermua perusahaan yang di dirikan
ber dasar kan Undang-undang i ni yang nodal nya unt uk
sel uruhnya/ sebagi an nerupakan kekayaan Daer ah yang
di pi sahkan, kecuali jika ditentukan |ain ol eh atau
ber dasar kan Undang- undang.

Dengan adanya ketentuan tersebut diatas, naka senua perusahaan
yang di diri kan berdasar kan Undang-undang ini bai k yang
nodal nya berasal dari pem sahan Perusahaan Negar a
ber dasar kan Undang-undang No. 1 tahun 1957 dan No. 19 Prp.

t ahun 1960 kepal a Daerah, adal ah Perusahaan Daer ah nenur ut
Undang- undang i ni

Dal am Undang- undang i ni ditetapkan, bahwa Perusahaan Daerah itu
adal ah suatu badan hukum ber dasar kan Undang- undang i ni .
Kedudukannya sebagai badan hukum di perol eh dengan berl| akunya
Per at uran Daerah yang nmengat ur pendiri an Perusahaan Daer ah



t er sebut.

Dengan adanya ketentuan ternmaksud di atas, maka senua Perusahaan
Daer ah yang ada dewasa ini yang di anggap perlu untuk
di msukkan kedal am struktur baru nmenurut Undang-undang i ni,
harus ditinjau dan diatur kenbali pendiriannya dengan
Per at uran Daerah. Dem ki an pul a cara-cara nenguasai dan
mengur us Perusahaan, pertanggungan-jawab D reksi,
pengawasannya dan sebagai nya harus di atur dal am pendirian
perusahaan tersebut dengan tidak bol eh nenyi npang dari
ket ent uan- ket ent uan pokok yang tercantum dal am Undang- undang
ini.

Apabi | a Perusahaan Daerah tel ah didiri kan berdasarkan Undang-
undang i ni, maka nodal perusahaan terdiri untuk sel uruhnya
atau untuk sebagi an atas kekayaan Daerah yang di pi sahkan
dari Anggaran Bel anja Daerah tetapi tetap masuk neraca
kekayaan Daer ah.

Dengan ketentuan ini maka ditegaskan bahwa Perusahaan Daer ah
unt uk sel anjutnya dapat berdiri sendiri tanpa nmenberat kan
| agi budget Daer ah.

Mbdal Perusahaan Daerah yang untuk sel uruhnya terdiri dari
kekayaan satu Daerah tidak perlu terdiri atas saham saham

Apabi | a nodal termaksud di at as nerupakan kekayaan beberapa Daer ah
maka nodal perusahaan itu perlu terdiri atas saham saham

Sal ah satu jal an yang dapat ditenpuh untuk nengerahkan funds and
forces dari mamsyarakat di Daerah ial ah dengan nengi kut -
sertakan warga negara | ndonesia dan atau badan hukum yang
di di ri kan ber dasar kan Undang- undang | ndonesi a dan yang
pesertanya terdiri dari warga negara | ndonesia dal am noda
yang di perl ukan untuk nendiri kan Perusahaan Daer ah.

Ber hubung dengan itu dal am Undang-undang i ni di nuat

ket ent uan bahwa nodal Perusahaan Daerah yang unt uk sebagi an
terdiri dari kekayaan Daerah yang di pi sahkan terdiri atas
saham saham vyaitu saham saham prioritet dan saham saham

bi asa.

Saham saham prioritet hanya dapat dimliki ol eh Daerah, baik
Daerah tingkat | dan atau Daerah tingkat I1.

Dengan adanya saham saham prioritet ditangan Daerah, segal a
kegi at an, penguasaan dan pengurusan Perusahaan Daerah pada
hakekat nya berada di bawah pi npi nan dan pengawasan Kepal a
Daer ah, yang ol eh Undang-undang i ni di beri wewenang untuk
mel akukan hak, wewenang dan kekuasaan penegang saham
prioritet.

Dal am nel akukan hak, wewenang dan kekuasaan termksud yang
di t etapkan | ebi h | anjut dal am pasal -pasal : 7 ayat (4), 9
ayat (3), 11 ayat (2), 12 ayat (2) dan (4), 13 ayat (1) dan
(2), 18 ayat (4), 19, 20 ayat (3) dan (4), 22 ayat (1), (2)
dan (3), 23, 24 ayat (1), (3) dan (4), 25 ayat (5), 26 ayat
(2) dan 27 ayat (1), sesuai dengan ket entuan dal am pasal 16
Penet apan Presiden No. 6 tahun 1959 (di senpurnakan), Kepal a
Daer ah di bantu ol eh Badan Penerintah Harian yang nenberi
perti nmbangan kepada Kepal a Daerah bai k di m nta maupun tidak
at aupun nmenugaskannya kepada seor ang anggot a Badan
Pemeri ntah Harian yang bertanggung-j awab kepada Kepal a
Daer ah.



Ni | ai nom nal dari saham saham bi asa hendaknya ditetapkan
sedem ki an agar nenari k dan nmenberi kesenpatan | uas kepada
rakyat banyak untuk nmem |i ki nya.

3.0 eh karena pendirian Perusahaan Daerah nenyangkut kepenti ngan
yang | ebi h luas, yaitu dal am hubungannya dengan penbangunan
daerah yang sifatnya konpl enmenter terhadap penbangunan
nasi onal maka sesuai dengan sistimdesentralisasi
ber dasar kan peraturan perundangan yang berl aku, dal am
Undang-undang ini ditegaskan, bahwa Peraturan Daerah yang
mengat ur tentang pendirian Perusahaan Daerah itu mnul ai
ber| aku set el ah nendapat pengesahan instansi atas.

Dengan pengawasan preventif ini, maka dapatl| ah di usahakan, bahwa
segal a kegi atan dari Perusahaan Daerah itu di sesuai kan
dengan politik ekonom Negara, dan dapat di cegah
di | akukannya ol eh Daerah usaha-usaha yang tel ah termasuk
dal am bi dang usaha yang di sel enggar akan ol eh Peneri nt ah
Pusat .

Unt uk nenjam n kel angsungan dan keseragaman dal am Penguasaan dan
pengur usan Perusahaan Daer ah dal am Undang-undang in
di t ent ukan, bahwa Kepal a Daer ah/ penegang sahanf saham
prioritet dapat nenunjuk badan yang secara konti nu nel akukan
kontrol e atas pekerjaan nenguasai dan nengurus Perusahaan
Daerah serta pertanggungan-j awabnya.

Pengawasan preventif disisi pengawasan represif yang dil akukan
ol eh Kepal a Daer ah/ penmegang sahanf saham prioritet ataupun
badan yang di tunjuknya tidak nengurangi kewenangan nenur ut
per at uran perundangan yang berl aku dari pada Menteri Dal am
Negeri dan O onom Daerah dan daerah tingkat |ebih atas
t er hadap daer ah bawahannya unt uk nengadakan penyeli di kan dan
peneri ksaan tentang segal a sesuatu nengenai pekerjaan
penguasaan dan pengurusan Perusahaan Daer ah.

Sesuai dengan ketentuan dal am pasal 14 ayat (3) Penetapan
Presiden No. 6 tahun 1959 (di senpurnakan) Kepal a Daerah yang
mel akukan hak, kewenangan dan kekuasaan penmegang sahani saham
prioritet sebagai alat Penerintah Daerah nenberi
per t anggungan-j awab kepada Dewan Perwaki | an Rakyat Daerah
mengenai segal a sesuatu yang berhubungan dengan Perusahaan
Daer ah.

Mengi ngat akan per kenmbangan dari pada Perusahaan Daer ah dal am
Undang-undang ini ditetapkan pula, bahwa Jawat an Akunt an
Negara berwenang untuk nel akukan kontrol e atas pekerjaan
menguasai dan nengurus Perusahaan Daer ah.

4. Menurut sistimdesentralisasi dal am Penerintahan Negara yang
ki ni berlaku maka Daerah tingkat atas dengan Peraturan
Daer ah dapat nenyer ahkan sebagi an dari urusan rumah-
t angganya kepada Daerah ti ngkat bawahannya. Ketentuan ini
menungki nkan di adakannya peni nj auan tentang penyerahan
sebagi an dari pada | aba bersi h untuk penbangunan Daer ah dari
Per usahaan Daerah tingkat atasan kepada Daerah bawahannya,
dem ki an pul a nmengenai penyerahan Perusahaan Daerah ol eh
Daer ah tingkat atasan kepada Daerah tingkat bawahannya dan
sebal i knya.



5. Sebagai ket entuan perali han dal am Undang-undang ini ditetapkan
bahwa sel ama pendi ri an Perusahaan Daer ah ternmaksud bel um
di | aksanakan berdasar kan Undang-undang ini, naka senua
Per usahaan Daerah tetap nel akukan tugas kewaji bannya, dengan
kedudukan dan bent uk hukum yang di m|i ki nya secara sabh.

Dal am wakt u sel anbat - | anbat nya satu tahun setel ah berl akunya
Undang-undang i ni senua Perusahaan yang tel ah ada dan yang
nodal nya untuk sel uruhnya at au sebagi an nerupakan kekayaan
Daerah yang tidak | agi merupakan beban Anggaran Bel anj a
Daer ah harus didirikan berdasarkan Undang-undang i ni
kecuali jika ditentukan |ain dengan atau berdasarkan Undang-
undang.

1. Penjelasan pasal dem pasal.
Pasal 1.

I nstansi atasan di pergunakan dengan nengandung pengerti an
bahwa sewaktu-waktu Daerah tingkat 111 telah terbentuk nmaka
dal am rangka sistimati k Undang-undang No. 1 tahun 1957, ti ngkat
ke-11 adal ah atasannya.

Dengan i nstansi atasan di maksud juga Gubernur Propinsi Irian
Bar at Bentuk Baru bagi daerah bawahannya.

Pasal 2.

Kekayaan Daer ah yang di pi sahkan berarti kekayaan Daer ah
yang di | epaskan dari penguasaan unum yang di pertanggung-j awabkan
mel al ui anggar an Bel anj a Daerah dan di maksudkan unt uk di kuasai
dan di pertanggung-j awabkan tersendiri

Pasal 3.

Yang di maksudkan dengan segal a macam hukum | ndonesi a i al ah
hukum perdata Eropah, hukum dagang Eropah dan hukum adat
sepanj ang tidak bertentangan dengan sosialisnme | ndonesia,
ber dasar kan kenyat aan bahwa di dal am hukum hukum t er sebut nmasi h
t erdapat unsur-unsur yang tidak sesuai dengan Manifesto Politik
Republ i k 1 ndonesi a.

Pasal 4.
Cukup diterangkan dal am penj el asan unum
Pasal 5.

Dal am pasal ini ditegaskan bahwa Perusahaan Daerah itu
adal ah kesatuan produksi (regional), yaitu kesatuan produksi
dal am arti yang luas, yang neliputi perusahaan yang nenberi jasa,
nmenyel enggar akan kemanf aat an unmum yang bersifat nasional untuk
kebut uhan sel uruh masyar akat dan tidak termasuk dal am bi dang
usaha yang di sel enggarakan ol eh Penerintah Pusat.

Per usahaan Daerah dal am nenunai kan tugasnya sel al u nenper hati kan



daya guna yang sebesar-besarnya dengan ti dak nel upakan tujuan
perusahaan untuk i kut serta dal am penbangunan daerah khususnya
dan penbangunan ekonom nasi onal unummya dal am r angka ekonom
ter pi npi n unt uk nmenmenuhi kebutuhan rakyat dengan nengut amakan
i ndustrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dal am
perusahaan nmenuj u masyarakat yang adil dan maknmur materiil dan
spirituil.

Pada azasnya tidakl ah nmungki n untuk nenerinci dengan tegas
bai k tentang urusan rumah tangga Daerah maupun tentang urusan-
urusan yang termasuk tugas Penerintah Pusat, karena perincian
yang dem kian itu tidak akan sesuai dengan gaya perkenbangan
kehi dupan masyar akat bai k di daerah maupun di pusat Negar a.

Urusan-urusan yang tadi nya termasuk |ingkungan Daerah karena
per kembangan keadaan dapat dirasakan tidak sesuai |agi apabila
masi h di urus ol eh Daerah itu karena urusan tersebut sudah
mel i puti kepentingan yang | ebih luas dari pada Daerah itu
sendiri.

Ber hubung dengan itu dal am pasal ini ditetapkan bahwa
Per usahaan yang dapat didirikan ol eh daerah ial ah:
per usahaan- perusahaan yang bergerak dal am | apanganyang sesuai
dengan urusan rumah tangganya nenurut kemanpuan/ kekuatan masi ng-
masi ng Daer ah.

Dem ki an pul a tidakl ah mungki n nmenberi perincian secara
t egas dari cabang-cabang produksi yang penting bagi Daerah dan
yang nmenguasai haj at hi dup di Daerah ol eh karena segal a sesuatu
erat hubungannya dengan perkenbangan dan kemaj uan masyar akat di
Daer ah.

Sebagai contoh yang harusnya di usahakan ol eh Perusahaan
Daer ah yang nodal nya unt uk sel uruhnya mnerupakan kekayaan Daer ah
dapat di sebut kan Perusahaan Air M num Perusahaan Tanah unt uk
Pembangunan Perumahan, Perusahaan Pasar, Perusahaan Penbangunan
Per umahan Rakyat .

Pasal 6.

Pengut amaan Koperasi dal am hal | apangan usaha Perusahaan Daer ah
ada hubungannya dengan | apangan usaha Koper asi di dasarkan pada
pokok pi kiran bahwa agar dal am pengerahan potensi dan tenaga
(funds and force) yang progresip didal am Perusahaan Daerah dal am
bentuk i kut sertanya Swasta untuk nem |i ki saham saham Per usahaan
Daer ah j angan sanpai neni nggal kan azas ekonom terpinpin di mana:
(a) Penmerintah (dal am hal ini Penerintah Daerah) nenegang posi si
Komando.

(b)Unit ekonom yang di utamakan sesudah Perusahaan Negar a/ Daer ah
i al ah Koperasi sebagai mana ditegaskan dal am penjel asan
pasal 33 Undang-undang Dasar '45 dan dokunen-dokunmen resm
dari pada ketetapan-ketetapan MP.R S. No. | dan 11/1960.

(c) Kedudukan Koperasi |ebih tinggi dari pada Swasta biasa
ber hubung dengan nilai noral dan sosialnya yang | ebih
tinggi.

(d) Dal am Amanat Penbangunan Presi den yang tel ah ditetapkan
sebagai Garis-garis Besar Hal uan Penbangunan ol eh Ket et apan
MP.RS. No. | dan Il tahun 1960 ditegaskan bahwa Pengusaha-
pengusaha Nasi onal jangan ber kenbang nenjadi kapitalis



Nasi onal . Usaha-usaha kearah bent uk-bentuk Koperasi dal am

| apangan- | apangan Perusahaan nasi onal ini harus diutamakan.
Ber hubungan dengan itu maka Koperasi sewaj arnya nmendapat

per | akuan yang khusus sesuai dengan kepenti ngannya. Koper asi

bai k yang nmem | i ki saham Perusahaan Daerah maupun yang tidak

dii kut-sertakan at aupun di dengar dal am nenent ukan

kebi j aksanaan Perusahaan Daerah tertentu.

Pasal 7.

Modal Perusahaan Daerah untuk sel uruhnya at au untuk sebagi an
nmer upakan kekayaan Daer ah yang di pi sahkan; hal ini adal ah sesuai
dengan kedudukannya sebagai badan hukum yang harus nenpunyai
kekayaan sendiri terlepas dari pada kekayaan unmum Daer ah dan
dengan dem ki an dapat dipelihara terlepas dari pengaruh Anggaran
Pendapat an dan Bel anj a Daer ah.

Pasal 8

Cukup diterangkan dal am penj el asan unum

Pasal 9.
Cukup j el as.
Pasal 10.

Sudah sel ayaknya bahwa kepada penegang saham di beri kan hak
mengel uar kan pendapat/suara tentang segal a sesuatu yang nengenai
perusahaan. Maka untuk itu antara |ain di adakan kesenpat an
di dal am rapat unmum penegang saham dengan pengertian bahwa dal am
hal - hal yang nenj adi wewenang penegang sahamprioritet suara
penegang saham (bi asa) tidak nmenpunyai kekuatan nenent ukan.

Pasal 11 dan 12.
Cukup j el as.
Pasal 13.

Ket entuan ini di maksudkan untuk nmenghi ndarkan bukan semat a-
mat a antara anggota Direksi sesamanya, antara anggota D reksi dan
Kepal a Daerah, antara anggota Direksi dan anggota Badan
Pemeri ntah Harian, antara anggota D reksi dan Wakil -wakil Ketua
Dewan Perwaki |l an Rakyat Daerah, antara anggota Direksi dan \Waki
Kepal a Daerah, tidak bol eh terdapat suatu hubungan kekel uar gaan
yang seol ah- ol ah nmungki n neni nbul kan "satu pam | i ergering" yang
mer ugi kan Per usahaan Daerah dan nanma Daerah sendiri.

Sel al u harus di angkat supaya oknum oknum yang ber kuasa dal am
Per usahaan Daerah tidak nenpunyai hubungan kel uarga atau
periparan seperti di maksud dal am pasal ini. lzin yang mungkin
di beri kan ol eh Kepal a Daer ah hendakl ah di nuf akati terl ebih dahulu
dengan Badan Penerintah Hari an.



Pasal 14.
Cukup j el as.
Pasal 15.

Di dal am pasal ini yang di maksud dengan istilah pinpinan
i al ah "managenent ".

Pasal 16.

Agar penet apan bat as- bat as kekuasaan Direksi di sesuai kan
dengan sifat dan corak perusahaan Daerah masing- masi ng, naka
sewaj arnya bat as kekuasaan tersebut diatas ditetapkan dal am
per aturan pendirian perusahaan yang ber sangkut an.

Pasal 17.

Konkor dan dengan ketentuan ternmaksud dal am Undang-undang No.
45 Prp. tahun 1960 tentang Dewan Perusahaan maka tiap-tiap
Per usahaan Daerah di bent uk Dewan Perusahaan Daerah yang dal am
Undang-undang ini ditetapkan akan diatur |ebih |Ianjut dengan
Per at uran Peneri nt ah.

Pasal 18
Cukup j el as.
Pasal 19.

Sebagai mana | azi m ber| aku di dal amti ap-ti ap Perusahaan
t erhadap tugas yang di percayakan kepada Direksi, yaitu
menj al ankan pi npi nan cara nengurus dan nenguasai perusahaan
di adakan pengawasan (unun) apakah benar-benar sesuai dengan
gari s-garis kebijaksanaan yang tel ah ditetapkan ol eh para
pem | i k/ penegang saham bi asanya tugas pengawasan dem ki an
di serahkan kepada suatu Dewan/ Badan

Bagi Perusahaan Daerah, pengawasan (unun) termaksud di atas
di | akukan ol eh Kepal a Daer ah/ pemegang saham saham prioritet
at aupun badan yang di tunjuknya untuk sel uruh Perusahaan Daerah
di dal am | i ngkungannya.

Bi | amana di pandang perl u ber hubung dengan besarnya
Per usahaan Daerah dapat ditunjuk satu badan, yang nenj al ankan
pengawasan (unum terhadap perusahaan itu.

Adal ah | ebi h berdaya- guna manakal a unt uk sej um ah
Per usahaan- perusahaan Daerah yang kecil ditunjuk hanya satu badan
unt uk nel akukan pengawasan (umun) itu.

Pasal 20.

Ber hubung dengan kekayaan Perusahaan Daerah itu adal ah unt uk
sel uruhnya dan untuk sebagi an nerupakan kekayaan Daer ah, nmaka



di anggap perlu untuk nengatur tanggung-jawab pegawai/ pekerja
Per usahaan Daerah dal am Undang- undang i ni

Dal am pasal ini diatur kewajiban pegawai/ pekerja perusahaan
unt uk nmengganti kerugi an yang diderita ol en perusahaan yang
di aki bat kan karena pegawai / pekerja tersebut nel al ai kan kewaj i ban
dan tugas yang di bebankan kepadanya.

Dal am hubungan i ni terhadap pegawai/ pekerja perusahaan
di nyat akan berl aku ket ent uan-ketentuan nengenai ganti rugi yang
ber| aku bagi pegawai Daer ah.

Pegawai Perusahaan Daerah yang di bebani tugas penyi npan,
penbayar an at au penyerahan uang dan surat-surat berharga mlik
Per usahaan Daerah dan barang persedi aan mlik Perusahaan Daerah
yang di si npan dal am gudang atau tenpat penyi npanan yang khusus
di gunakan unt uk keperluan itu, adal ah bendaharawan, (konptabel)
yang waj i b menberi kan pertanggungan-j awab kepada badan ter maksud
dal am pasal 27.

Bendahar awan tersebut diatas berkewaji ban menberi kan

pert anggungan-j awab, artinya ia bertanggung-jawab bahwa uang,

sur at-surat berharga dan barang persediaan mlik perusahaan yang
har us ber ada di dal am penyi npanannya (tanggungannya) benar - benar
ada. Pengertian ini nengandung makna bahwa bendahar awan

di waj i bkan nengganti kerugi an yang terdapat dal am sisa buku
(booksal do) dan atau persedi aan buku ( book-voorraad).

Pasal 21.
Cukup j el as.
Pasal 22.

Unt uk nenyel enggar akan pekerjaan nenguasai dan nengurus
per usahaan dengan bai k di perl ukan adanya suatu anggar an
perusahaan. O eh karena itu Perusahaan Daerah diwaji bkan
menyusunnya. Ketentuan dal am pasal ini di mmksudkan untuk neneliti
dan nenperti nbangkan anggaran perusahaan termaksud unt uk
menet apkan prioritet serta daya guna pel aksanaan proyek yang
di ruat dal am anggar an perusahaan itu.

Unt uk nenjam n kel ancaran jal annya perusahaan, maka antara
| ai n pada ayat (2) ditetapkan bahwa dal am hal perusahaan tel ah
memasuki sesuatu tahun buku tertentu sedangkan atas proyek
di dal am anggar an perusahaan dari tahun buku sebel umya
bel unti dak di kenukakan keber at an- keber at an ol eh penegang saham
prioritet, maka hal itu tidak nenjadi rintangan untuk nel anjutkan
pel aksanaan proyek di dal am anggaran perusahaan yang beri kut nya.

Pasal 23.

Yang di mmaksudkan dengan | aporan dal am pasal ini adal ah
| aporan berkal a nengenai pel aksanaan pekerjaan nenguasai dan
mengur us perusahaan (bedrijfsvoering) dan bukan | aporan tahunan,
neraca dan | aba rugi

Faedahnya | aporan ial ah agar penegang saham prioritet selalu
dapat nengi kuti dan nenilai jal annya perusahaan.



Pasal 24.

Per hi t ungan t ahunan di pergunakan sebagai dasar bagi penegang
saham prioritet untuk menberi pengesahan atas tindakan nenguasai
dan nmengurus ol eh Direksi selama masa tertentu yang tel ah | anpau.

Peni | ai an pos- pos pada perhi tungan tahunan dil akukan nenur ut
sistimyang | azi m di sebut "good koopmans gebrui k" artinya nmenurut
sistimharga beli, atau harga pengganti atau persedi aan besi
(persedi aan yang tak bol eh tidak) dan sebagai nya yang
menghasi | kan per hi tungan | aba yang besar dalamarti ekonom
per usahaan.

Kesal ahan dal am kebi j aksanaan yang kenudi an di ket enrukan ol eh
yang ber hak nel akukan kontrol e termaksud pada pasal 27, yaitu
sesudah perhi tungan tahunan di sahkan, nenjadi tanggungan Kepal a
Daer ah/ penmegang saham saham prioritet yang nensyahkan perhitungan
t ahunan ternmaksud. Kesal ahan | ai nnya yaitu yang bukan kesal ahan
kebi j aksanaan dan dapat di nyatakan dal am ruang nenj adi tanggungan
pegawai termasuk Direksi yang nel akukan kesal ahan itu, segala
sesuat u setel ah di bukti kan seperl unya.

Pasal 25.

Cadangan dapat di bedakan dal am cadangan terbuka, yaitu yang
besar jum ahnya ternyata dengan tegas pada neraca dan cadangan
rahasi a dan di am yang besar jum ahnya tidak dapat ternyata dari
ner aca.

Cadangan rahasi a dan cadangan di am yang dapat di bentuk
antara | ain dengan cara yang beri kut:

ke. 1.nenilai barang-barang nodal jauh |ebih rendah dari
pada nil ai yang sebenar nya.

ke. 2. tidak nenuat barang-nodal pada neraca.

ke. 3. nmenuat hutang-hutang atau kewaj i ban- kewaj i ban

menbayar dengan jum ah yang | ebih tinggi dari pada yang

sebenarnya dan

ke. 4. nmenuat kewaji ban nenbayar pada neraca yang sebenarnya
tidak ada, jadi pada umummya penil ai an yang | ebih
rendah dari pada pos-pos activa (kekayaan) serta
peni | ai an yang | ebih tinggi dari pos-pos passiva
(hut ang) .

Hanya pi npi nan perusahaan yang nenget ahui adanya serta besarnya
cadangan itu, akan tetapi orang |uar tidak nmengetahui nya.
Keber at an ter hadap penbent ukan cadangan rahasi a dan di am antara
| ai n adal ah sebagai beri kut:

a. menberi kan sebab untuk expansi yang irrasionil;

b. apabi | a sekunpul an activa di nuat dal am buku untuk jum ah yang
jauh | ebi h rendah dari pada yang sebenarnya, maka dapat
ti mbul bahaya bahwa unt uk sel anjutnya activa ini akan
di hapuskan dari harganya yang rendah itu dan karena itu
maka harga pokok barang yang di produksi kan akan sangat
r endah.

Hal ini akan nmenyebabkan "nerusak harga" (prijsbederf).Jika hal



ini terjadi dan pada waktunya di perl ukan activa baru, maka

besar kenmungki nan bahwa jum ah penghapusan harta yang tel ah

di kunpul kan ti dak akan nmencukupi untuk nendapatkan

penggant i nya.

c. karena activa di nuat dengan harga yang | ebi h rendah, nmaka akan

t erdapat kemungki nan bahwa activa yang bersangkut an akan

di jual untuk harga yang | ebi h rendah itu
Keber at an- keberatan seperti tersebut diatas itu nenyebabkan perlu

di adakannya | arangan untuk nmenbent uk cadangan di am dan

rahasi a, terutama berkenaan dengan kal kul asi harga pokok

unt uk kepentingan politik harga.

Laba bersi h yang di maksudkan dal am pasal ini adal ah | aba
yang di hitung secara ekonom perusahaan, setel ah di kurangi dengan
senmua koreksi yang di anggap perlu dan cadangan tujuan yang waj ar
dal am per usahaan.

Cadangan tujuan (bestonm ngsreserves) adal ah cadangan yang
di bentuk dari |aba, yang tidak nmerupakan koreksi dari pada
kekayaan (activa) atau kewaji ban/ hutang kepada pi hak ketiga yang
di mruat pada neraca untuk jum ah | ebih tinggi daripada yang
sebenarnya. Seperti ternyata dari namanya nmaka cadangan tuj uan
adal ah cadangan yang di bentuk untuk nmencapai tujuan tertentu
seperti : cadangan penbaharuan, cadangan perluasan, cadangan
unt uk selisih kurs, cadangan untuk nel unasi hutang obligasi,
cadangan assuransi risiko sendiri dan sebagai nya. Cadangan unmum
di mksudkan unt uk menanpung hal - hal dan kej adi an yang ti dak dapat
hi dup semul a.

Dana penbangunan di maksudkan sebagai kewaji ban sunbangan
kepada Daerah untuk keperluan penbangunan Daerah yang
di sel enggar akan ol eh Penerintah Daerah nel al ui Anggar an
Pendapat an dan Bel anj a Daer ah.

Sosi al dan Pendi di kan adal ah untuk kepentingan Pegawai /
pekerja perusahaan antara |ain untuk nmenpertinggi nutu kesehatan
dan kecakapan.

Dal am pasal ini di mksudkan zakat bagi perusahaan yang
nodal nya untuk sebagi an terdiri dari kekayaan Daerah yang
di pi sahkan. Penerintah Daerah nengatur supaya dal am hal ini
dii kuti petunjuk dari Menteri Agana.

Jasa Produksi di maksudkan untuk nmenberi kan penghargaan
kepada pegawai / pekerja karena hasil pekerjaannya yang sangat
di hargai ol eh konsunen hi ngga karenanya nmasi h di perol eh | aba.
Sunmbangan dana pensiun dan sokongan di maksudkan unt uk nmenbent uk
dana guna nmenanpung penbayar an- penbayaran kepada pegawai - pegawai
yang pada waktu berl akunya Undang-undang ini sudah |anjut usianya
dan ti dak dapat di masukkan kedal am pensi un yang akan di bent uk
i tu.

Prem untuk pensiun biasa nmerupakan bagi an dari harga pokok
bar ang- barang yang di produksi kan, yang akan di potong dari gaji
pegawai atau upah pekerja. Kepada perusahaan yang nenurut sifat
pekerjaannya nenyebabkan tidak di dapat nya | aba, maka unt uk
menghargai jasa kerja dal am perusahaan semacamitu Penerintah
Daer ah dapat nenberi kan jasa produksi

Pasal 26.



Dal am Perusahaan Daerah tidak ada pengertian buruh dan
maj | kan, senuanya adal ah pegawai / pekerj a perusahaan. Agar dal am
mengat ur kedudukan hukum gaji, pensiun dan sokongan serta
penghasi | an- penghasil an | ain terhadap nereka berl aku ket ent uan-
ket ent uan yang ser agam di per | ukan adanya per at uran pokok
kepegawai an Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Perat uran
Daer ah yang berl aku set el ah nendapat pengesahan i nstansi atasan.
Mengenai penberhenti an pegawai / pekerj a- pekerja Perusahaan Daer ah
hendakl ah di per hati kan penyal uran nereka nmenurut peraturan
perundangan yang ber| aku nmengenai masal ah ini

Pasal 27

Tugas dan kewaji ban nel akukan kontrol e disini berlainan
dengan tugas pengawasan (umun) sebagai mana ditet apkan di dal am
pasal 19, adal ah pengawasan khusus tekhni s yang bersifat
repressi p, yakni juga pada pokoknya berki sar pada peneri ksaan
| aporan perhi tungan tahunan (auditing). Sebagai dasar penilaian
t er hadap bai k buruknya penyel enggaraan pi npi nan per usahaan.

Pasal 28.

Dal am pasal ini ditentukan, bahwa sesuai dengan sistim
desentral i sasi dal am peneri ntahan Negara yang ki ni berl aku,
dengan Peraturan Daerah, Daerah tingkat atasan setel ah senufakat
dengan penegang saham dapat nenyerahkan Perusahaan Daer ah
t er maksud kepada Daer ah tingkat bawahannya, dem kian pul a
penyer ahan sebal i knya.

Penyer ahan ini dil akukan apabil a macam usaha/ produksi dari
pada perusahaan termaksud sewaj arnya terl etak dal am bi dang
pengusahaan dan pengurusan Daerah yang ber sangkut an.

Apabi | a Penerintah Daerah tel ah nmenganggap, bahwa perusahaan
yang termaksud dal am pasal ini tidak perlu | agi diusahakan
sebagai Perusahaan Daerah, antara |ain karena macam
usahanya/ pr oduksi nya/ bar angnya, sesuai dengan per kenbangan
pel aksanaan Program Peneri nt ah dal am bi dang kekoper asi an
sewaj arnya terletak dal am bi dang penguasaan dan pengurusan
koperasi, maka Penerintah Daerah dapat nmem ndahkan perusahaan
t ersebut ketangan per kunpul an koperasi di daerahnya.

Unt uk j angka waktu yang tertentu, pinpinan/pengurus pegawai
per kunpul an koper asi/ perusahaan swasta, yang bet ul - bet ul
nmenpunyai bakat | eadership, dapat di angkat ol eh kepal a
Daer ah/ penmegang saham saham prioritet untuk dijadi kan pi npi nan
per usahaan daerah tertentu. Dengan cara dem ki an maka:

a. masyar akat dapat nenari k faedah yang sebesar-besarnya dari
padanya;

b. mereka tidak |agi nenmentingkan diri pribadi, tetapi juga harus
menganbi | kepada kepenti ngan sosi al

Pasal 29.
Dal am pasal ini ditentukan bahwa penbubaran Perusahaan

Daer ah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berl aku set el ah
mendapat pengesahan instansi atasan.



Pembubar an tersebut diatas cukup diatur dengan Peraturan

Daer ah mengi ngat bahwa :
1. Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daer ah;
2. kepentingan fihak ketiga cukup terjam n dengan adanya jam nan

Daer ah termaksud pada ayat (4).

Di si si pengaturan benda, hendakl ah di perhati kan pul a segal a
sesuat u yang bersangkut an dengan manusi a pegawai / pekerj a- pekerj a
Per usahaan Daerah yang ber sangkut an. Penyel enggaraan |ikw dasi
di | akukan dal am bat as waktu yang akan ditetapkan dal am peraturan
penbubar an perusahaan ternmaksud di at as.

Pasal 30, 31 dan 32
Cukup jel as

Menget ahui
Sekretari s Negara,

MCHD. | CHSAN
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